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Pada dasarnya negara mel etakkan konsep pernikahan sebagai hubungan hukum antara seorang pria dengan
seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang sah menurut hukum agama dan kepercayaannya
dan diakui oleh negara merupakan konsep yang sudah baku. Konsepsi tersebut menegaskan pernikahan
sebagai bagian dari aspek psikologis, biologis, religius, dan yuridis. Perlunya pengakuan hukum negara dan
agama merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga ketiadaan pengakuan salah satu di
antaranya di anggap sebagai ketiadaan pernikahan. Namun dalam perkembangan sekarang, ada
kecenderungan terjadinya pernikahan yang dilakukan tanpa adanya pengakuan hukum negara. K etiadaan
pengakuan ini sering kali disebut sebagai perkawinan di bawah tangan yang terjadi karena alasan
ketidakmampuan ekonomis dan ketiadaan izin dari atasan atau isteri sebelumnya. Oleh sebab itu, skripsi ini
akan mengkaji tiga masalah dalam perkawinan di bawah tangan, yaitu pertama, bagaimana pandangan
Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap status hukum perkawinan di bawah tangan?
K e dua bagaimana kedudukan dan hak isteri di dalam perkawinan di bawah tangan ? Ke tiga, bagaimana
permasal ahan hukum yamg kemungkinan terjadi dalam perkawinan di bawah tangan? Pembahasan akan
permasal ahan tersebut akan diteliti dengan pendekatan yuridis-normatif sehingga menghasilkan kesimpulan
pertama undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memandang status hukum perkawinan di
bawah tangan sebagai perkawinan yang batal demi hukum dan tidak dapat di kategorikan sebagai
perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974. Kedua 1
Kedudukan dan hak isteri di dalam perkawinan di bawah tangan adalah sangat |lemah karena tidak dapat
melakukan hubungan keperdataan. Ketiga, permasalahan hukum yang terjadi dalam perkawinan di bawah
tangan adalah mengenai status hukum perkawinan yang menyulitkan posisi pasangan suami isteri tersebut
dalam melakukan hubungan keperdataan.
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